
PERATURAN DAERIIF,I I(AB U PATE}.{ HALMAH ERA EARAT
D.toMoR {2 TAHITN 2009

TENTANG

BANTUAN }.EUANGAN PEMERIIVTAH KABUPATETI HAL,MAHERA tsARAT

KEPADA. PA,RTAI POI-ITIK

DENGA!{ RAHIJIAT TUHAN Y,ANG M/I.HA ESA

Menimbang :4.

ESUPATI HALMAHERA BARAT,

bahw,r untuk mempeqiua";* tujuan Partai Poiitif"dalam kehidupan
berrrrasyarakat berbangsa dan bemegara yang merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat serta lnendukung terwujudnya kehidupan
demokrasi, Penrerintah perlu memberikan bantuan Keuangan kepada
Partai Politik;

bahwa bantuan Keuangan diberilcan kepada Partai Politik untuk
membantu kelancaran Adrninistrasi dan / atav Seluetariat Partai Pcllitik
yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Dae,:ah;

bahwa L.erda.sarkan pertlmbangzur sebagaimana dirraksud dalam hunrf
a dzur huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Daerah terrtang Bzurtuan
I'.euangan Pemerintalr Kabupaten Flalmzrhem Barat l(epada Paltiri
Politik.

Undang--undang Nornor 60 T'ahun 1958 tentang Penetapan Undang-
rndang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Swatantra'Iingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat
I lr4aluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahrrn 1958

Nomcrr 80, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 165);

Undang-Unclang l.{omor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

IJndang-undang Nonror 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku tltara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lernbaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3961);

Undang-Unciang Nomor 31 T'ahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nornor 138'

1lambahan l-emba.trur Negara R.cpublik Indonesia Nomor a25l);
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4. unda'g-TJndarg Nomor I Tahu' 2003 tentang pembcntukan
Kabupaten Harrnahera utarq Ka6upaten Harriahera s"r,,ion,
Kabupaten Kepurauan sura, Kabupaten }{almarrera "r'inrur, dan l(otaTidorc Kepul.uan di provi.si litul,.rl.,, utara (Lembaran Negara
Republik Ind'rnesia Tahun 2003 Nom or 21. t^iunbahan Lembaran
\egaia [dellblik kCc,n<xe )iornor s2l$t):

r. urd;iiig-Lrd..rrg ):oiloi: il Tahr.ra l,CIel sebegai:n:'-r )-rnf, telalri^:---'-. ie?-i'.:*.- t -*:ry!:y:t :rfrilrr i* i**,, .:nti i*r,ir";,
i' :nil ih:n L il.rm .trr g"--ote DpR. bpn" &1'n DPRD. fl.-emtraran Ne gara.
Reilubhk lndonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembararr
Negara Repubiil: Indonesia Nomor 4277');

6- undang-undang Nornor 17 T'ahun 2003 tentang Keuangan Negara
(i,embaran Negara Republik Indonesia tatrun ztto: Nomclr 47,'l-ambahan Lembaran Negara Rep'blik Indonesia Nomor 42g6);

7- Urxlairg-U'daiig l'{c'mor I Tahu' 2004 tentang penrbendahaiaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 4355);

8. undang-Undang Nornor 16 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Pe*rndang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia falrun 2004 Nomo s3, Tambahan Lembaran N"g*u
RepubUk Indonesia Nomor a289);

9. IJndang-Undang N,cmor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelola'n dan Pertanggungjawaban Keuangan Nelara (Lembaran
Negara'fahr"rn 2004 Nornor 66 Tambahan Lembaran-Negara Nomor
4400);

10. lJndang-un'Jang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
(l-cmbaran i{egara Republir< Indonesia Tahun 2004 Nomor lzs,
l'ambahan Lernbaran Negaca Republik Inclonesia Nomor 4437)
sebagainrana telah diubah dengan Undang-undang Nomor g 'I.ahun
2005 tentanp, Penetapan pemturan pemerintah fengganti Unclang-
lJndang l{omor 32 Tahun 2004 tentang perubahan una*g-undarig
Nomor 32 Tr.hLun 2004 tentang pemerintalian Daerah menjadiun,l*g-
Undang, unclang-undang Nomor r2 Tahun 200g tentang perubahan
Kedua atas unda'g-undang Nornor 32 T'ahun ?.004 tentang
Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 'I'ahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik hlconesia
nomor 4548,l'arnbahan l-ernbaran Negara p.epublik Inclonesia Nomor
484a);

10. Undang-Undarrg Nornor 22 T'ahr-fir 2007 tentang penyelenggaraan
Pemilihan umurn (Lenrbaran Negarra Itepubtik Inconesia llahun 2007
Irlomor 59, J'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l.lomor
a72t);
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ll.Undang-Undang Nomor l0 Tahtrn 2008 tentang Pernilihan Umum

Anggota Dewan Perwallilarr Rakyat, Dewax Perwakilan Daerah, dan

Dervan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara ftepublik

Indonesia Talrun 2008 Nomor 5l );

12. Peraluran Penterintah Nomor 25 Tahtrn 2000 tentang Kervenangan

Pernerintah dan K::wenangan Provinsi sebagai Daerah otonom

(Tambahan Lt:mbaran Negara Nornor 795); ,

'13. I)eraturan Pemcrintah Nornor 14 Tahun 2004 tentang Keduduka.n

Protokoler dtrn l(euangan Pirnpinan dzut Anggota Dervan Penvakilair

Rakyat l)aerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2004

Nomor 90, Tarntraha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Ngnror

4416) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah }{omor

37 Tahun 2005 N<lmor 94,'l'arnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor a5a0);

14. Peraturarr Penrerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan

I(euangan Kepada Partai l,o,Jitik (Lembaran Negara l'ahun 2005

Nornoi-62, Tambahan Lembar{n Negara Nomor 4513)

15.Peraturan Pcmedntah Nomor .58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 'fahun 2005 Nornor 140,

Tambahan Lenibaran Negara 4578);

l6.Peraturan Pemerrrttah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Kevvenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kab^(ota (L,embaran Negara Republik Indonesia J'ahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lehr'baran Negara Nomor aT'7);

17. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 32

Tahun 200.5 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan L,aporan

Peng.gruraan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PtrR!V,{KILAN RAKYAT DABRAH
KABUPATEN HALMAHEIIA BARAT

Dan

BLIPATI I{ALMAIIERA I}ARAT'



MEMUTUSKAN :

Mcnetapkan PERA'I'LIR,\N D,^.ER.A[{ KABUpATiiN HAI.MAIJIIRA BAITAT
I'E].-ITANG BANTUAN IGTJANGAI.{ PEMERINI'AH
KABUPATEN FIALMAHEITA BAI?,AT KEPADA PARTAI
POI,ITIK.

TJAB I
I(ETENTUAN UN{UM

Pasal I

Dalarn Peraturan l)aerah ini yang dirnaksud clengan I
1. Daerah adalah Kabupaten l{alrnahera Barat;
2. Pernerintahal Daerah adalah I'jeny'elenggaraan urusan Pernerintahal oleh pemerintah

Daerah dan DPRD rnenurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otononri
seluas-luasnya clalam sistern cla.n prinsip Negara Kesatuan R"epublik Intlonesia
lJebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Qpsar Negara Republik InConesia 'Iahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penye len ggara Pernerintahan l)aerah K abupaten Hehn ahera B arat;
Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat:
Dewan Perwakiieur Rakyat Daerah selanjutnya disebr:t DPITD adalah Lembaga peru,,akjlan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara penerintah Daerah;
Partai Politik adalah Organisa.si Politik yang diberrtuk oleh sekelompok Warga Neg*ra
Republik indonesia secara sukarela atas clasar pelsamlan kehendak dan cita-aita untuk
melnperjuangkan kepentingan anggotq masyarakat, bangsa deur negara:nelalui pemilitrzu.r
Urnutn dan telah memperoleh suata./kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
Bantuan Keuangan acialah Bantuan Berbentuk uang y"ng cliberikzur oleh pemerintah
Daerah kepada Partai Folitik yang nrendapatkan kursi Ji LernLaga perwakilan Rakyat;
Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya diiingkat DpC atau sebutan
lainnya adalah Pengurus I'artai Politik cli Halmahera Barat yung ,lit"trpkan bercJasarkan
hasil rnusyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetaptcan otetr pengurus di ata^snya;
Ketua adalah Ketua Partai Politik cli Kabupaten Harrnahera Barat;
Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
Bendahara adalah Bendairara Partai Politik di Kabupaten Halmahera Bamt;
Anggota DI'RD adalah anggota partai politik, peserta pemilitran urnurn yang di pilih dan
terpilih melalui pernilihan umum i'ang telah diresmikzrn keanggoiaannl'a dan telah
rrrengucapkan sumpah / ju 4i berdasark an peraturan Perundan g-undan gan;
K.ornisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang merencr:.ntrkan
penyelenggarakan pemilu, rnenetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksanaan
pemilu;

14. Anggaran Pendapatan dan Belania Dacrah selaniutnya disebut APBD adalah Anggaran
'l'ahuniur I)emcrintah Kabupatcn i Ialmahcra i-]arat.
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IsAB II
I'F]MBEIUAN B ANT TJAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk mernbantu kegiatan dan kelanc;a'an adnrinistrasi dan/atau Sekretariat
Pemerintah Daerah rnemberikan banttran keuangan kepada Pa.rtai lrolitik;
Bantuan keuemgan sebagaimana dinraksud pada aya.t (l), di ber.ikan kepada
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Halmairera Barat;
Bantuzur Iieuangan kepada r:artai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
setiap tahun anggaran.

Pzu1ai P,.rlitik,

partai politik

(2) dilrerikan

(1)

Fasal 3

Ilantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang climaksud dalam pasal 2

diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kacupate;n
Halrnahera Flarat;
Besaruya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud parla ayat (l),
ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembrlan bells juta lima ratus ribu rupiah);
Bartuan keuangan kepada partai politik yang m€ndapat kursi di DPRD tidak melebihi
bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi.

BAB III
.TATA CARA DAN T,TTRSYARATAN PEI'{CA.IT]AN BANTUAN

Pasal 4

(1.,t Pengajuan bantuan keuangan lrartai politik disampaikzur secara tertulis kepada Bupati
I-Ialmahera Ilarat, oleh DPC etau sebutan lain di Ka.bupaten l{almahera Barat;

(2) I'engajuan bantuaur partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat I di tarrda tangani oleh
ketua dan sek:etaris DPC aku sebumn iain di Kabupaten l{almahera Barat;

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepaCa
Bupati dengarr tembusan kepada I(eftra KPU Kabupaten Hahnahera Barat clan Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten llalmalrera
Barat;

Pasal 5

Pengajuan bzurtuan keuarngan partai politik sebagaimana dimaksrrd pacla pasal 4, melampirkan ;

a. Surat tsreputusan Parlai Politik yang menetapkan kepengurusan DPC atau sebut:n lain
pengurLrs Partai Politik di Kabupaten }{almahera Barat;

b. Fotocopy Surat Keterangan }IPWP dan NPWPD yang telah dilegalisir oleh Pejabat ya.ng

berwenang;
c. Surat'l<eterangan autentika^si ha.;il penetapan peroletran kursi Partai Politik di I-embaga

Perwakilan Rakyat Daerair dan telah Cilegalisir oleh Ketua KPU Kabupaten Flalmahera
Barat;



d. Surat F'emyataan Partai lrolitik di atas kcrtas bernraterai
['olitik y;urg ditandatangani Ketua dan Sekrctaris DpC
bersedia dituntut sesuai Ketentuan perundang-undangan
adzrnya lceterangan vang tidak benar;

cu.kup dan ber-kop sural partai
?arlai Politik yang nrenyntakan
yang berlaku apabila ditcmukan

e. Surat sebagaimana dirnaksud dalam huru.f 4 huruf b, hunrf c, dan huruf d, dibuat dalam
ran6;kap 3(tiga) ma-sing-masing disainpaikan kepada Ketua KpU Kabupaten Flalnrahera
Flarat dan Kepala Badan l(csatuan Bangsa, Politik clan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten l-Iahnahera Bar.at.

I}AB IV
PENELTTIAN DA N PEMERTI$AAN KELENGY-APAN

ADMII{ISTRASI PART AI POLITIK

Pasal 6

(i) Pengajrtan Bantuan Keuangan P,,rr:tai Politik sebagaimana dimaksud 6alam pasal 5, wajib
dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administra-si oleh Tim penelitia'
dan Pemeriksaan persyaratan admirristrasi pengajrran penyerahan rian penggunaan bantuan
keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;

(2) Tim Penelitian dan Perneriksaan Persyaratan adpinistrasi sebagaimana dinraksud c{alarn
ayat (l) Crbenhrk derrgan Keputusan Bupati; '

(3) Pembiayaan atas Pelaksanaan hrgas Tim Penelitian dan Pemeriksaal kelengkapan
adninistrasi pengajuan, pelyerahan dan penggunaan Bantr-ran Keuangan partai Folitik,
dibebar:.L-an pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.

BAB V
PEN'TERAHA N BAI{T UAN DAN LAP C,RAN PBN G G TINAA T{

Pasal T

(l) Penyerahan Bantuan Keuangan kepacra partai ,politik dilakukan
yang ditunjuk kepada Keh:a dan Bendahara Dpc atau sebutan
Flalmahera Barat dengan Borita Acara Serah Terima.

oleh Bupati atau pejabat
lain dari paflai politik di

(2) Penyerahan Bantuian Keuangan Kepacla Partai Itolitik sebagaimana dinraksucl parla ayat (1)
h arus. m el ampirkan kelerr gkap an admini strasi sebagai berikut :
a. Rekening atas n.una parhi politik yang bersangkutuq
b. Surat Tanda Terima Bantuan Keuiutgan yang dibuut clalam benflrk krvitansi yang ditancla

tangani oleh Ketua clal Berrdahara Padai di atas materai dengan menggurakan kop su.mt
dan stempel Partai Politik

c. Beiita Acara Serah Tenma ;laiam ri,ngkap 4 (empat) cli tanCa tmgani oleh Bupati atau
pejabat lain yang ciitunjuk sebagai pihak pertama dan Ketua serta Bendahara pafiai
sebagai pihak kedua;

(3) Peyerahan Bantuan Keuangan Parai Politik, sebdgaimana yang climaksud pacla aysl 1.
dilakr*an melalui transfer dana bantuan pada rekening atan nama partai politik yarg
bersangkutan.



Bagian Kedua
Laporan Pcnggunaan Keuangrin

Pasal 8

(1) Laporan Penggunzran Bantuar Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Ketua partai
kepada Bupati rnelalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindturgan lvlasyarakat
Kabupaten l{alrrTahera Barat setr:lah dilakukan audit oleh lnspektorat l)aerah Kabupaten
Halmahera Barat;

(2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksr:d aafam ayat (1)
6;541'rpaikan paling lanrbat 4 (ernpat) bulan setelah berakhir tahun anggaran yang
tembusanya disampaikan kepada Gubernur Maluku titara dan Ketua IG'U I(abupaten
I{almahera Barat

BAB VI
KETEN'IUAN PEIYUTUP

Pasal9
_r . _:i >3j6i-ra._J I _l!t_,

I{al-hal yang beltrm diatur dalam Petaturan I)aerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daelah.I

Fasal l0

Peraturan Daerah ini rnulai berlal<rr pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perahrran Daerah ini dengarr
penempatannya dalam Lernbarzur Daerah Kabupaten Halmahcra Barat.

Jailolcr
29 Agustus 2008

HERA nAnar, r}

\/\/V\/1/4NV
I{. ROBA

Diundangkan di
Pada tangga.l

.$iffi'rnA

Jailoo
I September 2008
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